SALINAN

WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 94 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

Menimbang

Mengingat

DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa dalam rangka efisiensi dan peningkatan
kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kota
Pasuruan perlu dilakukan penyesuaian susunan
organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan ...
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13.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 412);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2019 tentang Pembinaan dan Pengendalian
Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 970);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke
Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN: ...



Menetapkan :
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor
3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2022 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf a, terdiri dari:

a. Bagian Hukum, terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional,

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional;

c. Bagian Pemerintahan, terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf b, terdiri dari:

a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya
Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional,

b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional;

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri
dari:

a. Bagian Umum, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional;

b. Bagian ...
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b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan,

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional,
dan

c. Bagian Organisasi, terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan lampiran [ dan lampiran III diubah,
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Desember 2022
WALIKOTA PASURUAN,
Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,
Ttd.
RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 94



LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 94 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT

DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI

WALIKOTA

WAKIL WALIKOTA

SEKRETARIS DAERAH

STAF AHLI

ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

ASISTEN PEREKONOMIAN

DAN PEMBANGUNAN

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

BAGIAN
HUKUM

BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT

BAGIAN
PEMERINTAHAN

BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA

ALAM

BAGIAN
ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN

BAGIAN
PENGADAAN

BARANG DAN JASA

BAGIAN PROTOKOL
DAN KOMUNIKASI

PIMPINAN

BAGIAN
UMUM

BAGIAN
ORGANISASI

SUBKOORDINATOR
DAN KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SUBKOORDINATOR
DAN KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUBKOORDINATOR
DAN KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUBKOORDINATOR
DAN KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUBKOORDINATOR
DAN KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUBKOORDINATOR
DAN KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SUBKOORDINATOR
DAN KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SUBKOORDINATOR
DAN KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUBKOORDINATOR
DAN KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

INSPEKTORAT

INSPEKTUR

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

SUBKOORDINATOR
DAN KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

INSPEKTUR INSPEKTUR
PEMBANTU 1 INSPEKTUR Pé)ll\\l/[??:l:/)\]il:\}l{'l’?gljll PEMBANTU
PEMBANTU II INVESTIGASI
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

(Auditor, Pengawas
Pemerintahan dan Pengawas
Kepegawaian)

(Auditor, Pengawas
Pemerintahan dan Pengawas
Kepegawaian)

(Auditor, Pengawas
Pemerintahan dan Pengawas
Kepegawaian)

(Auditor, Pengawas
Pemerintahan dan Pengawas
Kepegawaian)

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF




